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Abstrak

Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui Analisis Penerapan Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai 
Atas Transaksi E-commerce dan untuk melukiskan substansi ekonomi transaksi e-commerce agar dapat 
dikenakan PPN secara tepat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data untuk keperluan analisis diperoleh melalui 
penelitian dokumen meliputi studi kepustakaan dan wawancara mendalam dan secara terbuka. Berdasarkan 
hasil penelitian, Indonesia masih dimungkinkan melakukan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce 
berdasarkan ketentuan undang-undang perpajakan terutama UU No 42 tahun 2009 tentang PPN dan PPn 
BM. Untuk itu diharapkan Direktorat Jenderal Pajak bersama instansi terkait agar membuat aturan yang 
jelas mengenai transaksi e-commerce terutama dalam membuat sistem dan prosedur pengenaan PPN atas 
transaksi e-commerce yang didasarkan atas asas kepastian hukum, asas kemudahan dan berbiaya rendah 
dengan menggunakan bantuan teknologi.

Kata Kunci : Penerapan Kebijakan E-commerce, PPN, Potensi Penerimaan Pajak

Abstract

The purpose of this research is to find out the Analysis of the Application of the E-commerce Transaction Value 
Added Policy and to describe the economic substance of e-commerce transactions so that they can be properly 
imposed VAT. The research method used in this study is to use a qualitative approach with descriptive methods. 
Data collection for analysis purposes is obtained through document research including literature studies 
and in-depth and open interviews. Based on the results of research, Indonesia is still allowed to impose VAT 
on e-commerce transactions based on the provisions of tax laws, especially Law No. 42 of 2009 concerning 
value added tax and sales tax on luxury goods. For this reason, it is expected that the Directorate General of 
Taxation and related agencies will make clear rules regarding e-commerce transactions, especially in creating 
VAT imposition systems and procedures for e-commerce transactions based on the principle of legal certainty, 
principles of simplicity and low cost by using technology assistance.

Keywords : Application of E-commerce Policy, VAT, Potential Tax Revenue
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Awal tahun 1990-an komersialisasi di inter
net mulai berkembang pesat mencapai jutaan 
pelanggan, maka muncullah istilah baru electronic 
commerce atau lebih dikenal e-commerce. Riset 
center e-commerce di Texas University menga
nalisa 2000 perusahaan yang online di inter
net, sektor yang tumbuh paling cepat adalah 
e-commerce, naik sampai 72% dari $99,8 Miliar 
menjadi $171,5 Miliar. Di tahun 2006 pendapatan 
di Internet telah mencapai angka triliunan dolar, 
benar-benar angka yang menakjubkan.

Perkembangan e-commerce di Indonesia ini 
atau fenomena e-commerce ini dikenal sejak tahun 
1996 dengan munculmya situs http:// www.sanur.
com sebagai toko buku online pertama. Penetrasi 
internet di Indonesia terhadap masyarakat sudah 
mencapai kurang lebih 35 persen dari seluruh 
total populasi penduduk. Menurut lembaga riset 
pasar e-Marketer, populasi pengguna internet 
Tanah Air tahun 2014 mencapai 83,7 juta orang.

Tabel 1. Negara Terbesar Pengguna Internet (Juta)

                  Sumber :eMarketer, Nov 2014

Sementara itu, perlakuan perpajakan da
lam penerapan kebijakan e-commerce di Indo
nesia dengan tegas menyatakan bahwa selama 
ini, e-commerce adalah merupakan transaksi 
perdagangan barang dan/atau jasa lainnya, te
tapi hanya berbeda dalam hal cara atau alat 
yang digunakan saja. Sehingga, perlakuan pajak 
e-commerce sama dengan perlakuan pajak atas 
perdagangan lainnya, termasuk tidak ada aturan 
khusus perpajakan yang mengatur transaksi 
e-commerce ini. Yang menjadi tantangannya ada
lah bagaimana cara efektif untuk mengenakan 
pajak atas transaksi e-commerce ini. Potensi pa
jaknya sangat besar, namun seringkali luput di
kenakan pajak karena sifat transaksinya yang 
unik.

Meningkatnya jumlah pengguna internet 
di Indonesia dan nilai transaksi e-commerce di 
Indonesia juga diikuti dengan pertumbuhan 
jumlah penerimaan Pajak Pertambahan Nilai di 
Indonesia. Jumlah penerimaan Pajak Pertam
bahan Nilai di Indonesia dari tahun 2011-2016 
adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Perkembangan Pendapatan 
PPN Dan PPn BM 2010-2015 ( Rp/Miliar)

Sumber : diolah dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Meskipun sudah dibuat pengaturan secara 
umum, pemajakan terhadap transaksi e-commerce 
memiliki kesulitan tersendiri. Penyebabnya adalah 
peraturan Pajak Pertambahan Nilai yang berlaku 
sekarang tidak mengatur secara khusus mengenai 
transaksi e-commerce. Selain itu, e-commerce me
miliki beberapa unsur yang membuat isu per
pajakan menjadi lebih kompleks, unsur -unsur 
tersebut di antaranya sebagai berikut :
1.	 E-commerce membuat transaksi-transaksi 

yang dilakukan tidak lagi terhalang oleh 
lokasi geografis;

2.	 Produk-produk yang diperdagangkan se
karang telah berubah menjadi produk-pro
duk digital;

3.	 Berubahnya mekanisme transaksi perda
gangan, yang memudahkan bertemunya 
pembeli dan penjual karena pasar yang lebih 
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besar;
4.	 Pekerjaan yang tidak membutuhkan keha

diran fisik;
5.	 Memungkinkan detail transaksi berbentuk 

digital.
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan 

pengetahuan tentang pengaturan pengenaan pajak 
terhadap transaksi e-commerce dalam peraturan 
perundang-undangan Pajak Pertambahan Nilai 
baik transaksi yang berskala nasional maupun 
internasional, menjelaskan identifikasi taxable 
supply, taxable event, dan taxable person PPN atas 
transaksi e-commerce dalam rangka pengenaan 
PPN di Indonesia dan untuk mengetahui apakah 
pengaturan yang ada saat ini sudah cukup me
madai untuk mengenakan Pajak Pertambahan 
Nilai dalam transaksi e-commerce.

Pembatasan Masalah 
Dengan segala keterbatasan yang dimiliki 

oleh peneliti serta agar penelitian ini dapat lebih 
mudah untuk dapat dipahami dan dimengerti, 
maka pada penelitian ini peneliti memberikan 
batasan-batasan yang diteliti, yaitu terfokus pada 
masalah-masalah yang pokok saja, maka penulis 
membatasi pembahasan penelitian ini hanya 
pada kebijakan Pajak Pertambahan Nilai seperti 
yang tertuang dalam Pasal 4 (1) UU no 42 tahun 
2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai yang di
jadikan pedoman dalam pengenaan maupun 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai atas tran
saksi e-commerce di wilayah Indonesia

Kajian Teori
Kebijakan Perpajakan dan Pengertian Pajak

Menurut Norman D Nowak, (1970:3), 
Secara historis, pembicaraan mengenai masa
lah perpajakan selalu didahului dengan me
nentukan terlebih dahulu kebijakan perpajakan 
(tax policy), kemudian kebijakan perpajakan 
tersebut diolah dan diterapkan dalam bentuk 
undang-undang perpajakan (tax law) dan baru
lah kemudian dibahas masalah yang menyangkut 
pemungutannya oleh aparat perpajakan yang 
termasuk dalam ruang lingkup administrasi per
pajakan (tax administration).

Menurut R. mansury (2002:5) Kebijakan per

pajakan positif merupakan alternatif yang nyata-
nyata dipilih dari berbagai macam pilihan lain 
agar dapat dicapai sasaran yang hendak dituju, 
dimana alternatif-alternatif tersebut meliputi:

Siapa yang akan dijadikan subyek pajak?
Apa saja yang merupakan obyek pajak?
Berapa besarnya tarif pajak?
Bagaimana prosedur pajak?

1.	 Pengertian Pajak
1.	 Prof. Dr. Rochmat Soemitro, Guru Besar 

Hukum Pajak Universitas Padjadjaran, 
Bandung, dalam bukunya “Dasar-dasar 
Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan”, 
yang dikutip oleh Mardiasmo (2016:3) 
merumuskan pajak sebagai iuran rak
yat kepada kas negara (peralihan keka
yaan dari sektor partikulir ke sektor pe
merintah) berdasarkan Undang-undang 
(dapat dipaksakan) dengan tidak men
dapat jasa timbal, yang langsung dapat 
digunakan untuk membiayai penge
luaran-pengeluaran umum.

2.	 Menurut Prof. Dr. M.J.H. Smeets da
lam buku De Economische Betekenis 
Belastingen (terjemahan), yang kemu
dian dikutip oleh Wirawan B. Ilyas 
dan Richard Burton (2008:6) mendefi
nisikan pajak sebagai prestasi kepa
da Pemerintah yang terutang melalui 
norma-norma umum, dan yang dapat 
dipaksakan, tanpa adakalanya kontra
prestasi yang dapat ditunjukkan dalam 
hal yang individual, maksudnya untuk 
membiayai pengeluaran Pemerintah.
Dari berbagai definisi di atas, Safri Nur

mantu menyimpulkan bahwa pajak memiliki 
lima unsur pokok, yaitu :
1.	 Pajak merupakan suatu iuran atau pu

ngutan.
2.	 Pajak dipungut berdasarkan undang-

undang.
3.	 Pajak dapat dipaksakan.
4.	 Tidak menerima atau memperoleh 

kontraprestasi secara langsung.
5.	 Digunakan untuk membiayai penge

luaran umum Pemerintah.
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1.	 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai (Value 
Added Tax)

Pengertian Value Added menurut Alain 
Tait, sebagai berikut:

Value Added is the value that a producer 
(whether a manufacturer, distributor, adver
tising agent, hairdresser, farmer, race horse 
trainer, orcicus owner) adds to his raw ma
terials or purchases (other than labor) before 
selling the new or improved productor services.
That is the inputs (the raw material, transport, 
rent advertising, and soon) are bought, people 
are paid wages to work on these inputs and, 
when the final goods and service is sold, some 
profit is left. So value added can be looked at 
form the additive side (wages plus profit) or the 
subtractive side (output minus inputs).

Karena yang menjadi dasar pengenaan 
pajak ini adalah value added (pertambahan 
nilai atau nilai tambah), istilah atau termi
nologi yang digunakan adalah Value Added 
Tax (Pajak Pertambahan Nilai atau PPN).

2.	 Pengertian E-commerce 
1.	 Perdagangan e-commerce adalah bagian 

dari e-lifestyle yang memungkinkan tran
saksi jual beli dilakukan secara online 
dari sudut tempat mana pun. (Hidayat, 
2008).

2.	 E-commerce merupakan transaksi bis
nis yang terjadi dalam jaringan elek
tronik seperti internet. Setiap individu 
yang mempunyai jaringan internet 
dapat berpartisipasi dalam kegiatan 
E-commerce. (Varmaat, 2007).

3.	  Pengertian Pelayanan
Menurut Kotler (2002:83) definisi pela

yanan adalah setiap tindakan atau kegiatan 
yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak ke
pada pihak lain, yang pada dasarnya tidak 
berwujud dan tidak mengakibatkan ke
pemilikan apapun. Produksinya dapat di
kaitkan atau tidak dikaitkan pada satu pro
duk fisik. Pelayanan merupakan perilaku 
produsen dalam rangka memenuhi ke
butuhan dan keinginan konsumen demi ter
capainya kepuasan pada konsumen itu sen
diri. Kotler juga mengatakan bahwa perilaku 

tersebut dapat terjadi pada saat, sebelum dan 
sesudah terjadinya transaksi.

4.	 Pengertian Teknologi Informasi
Menurut Bambang Warsita (2008:135) 

teknologi informasi adalah sarana dan prasa
rana (hardware, software, useware) sistem dan 
metode untuk memperoleh, mengirimkan, 
mengolah, menafsirkan, menyimpan, meng
organisasikan, dan menggunakan data secara 
bermakna.

Kerangka Pemikiran
 

Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penerapan Kebijakan
Pajak Pertambahan  Nilai Atas Transaksi  E-commerce.

Hipotesis
 Hipotesis yang dapat dibuat berdasarkan 

pemaparan dalam rumusan masalah dan kajian 
teori adalah sebagai berikut:
1.	  Globalisasi 

Adalah proses integrasi internasional 
yang terjadi karena pertukaran pandang
an dunia, produk, pemikiran, dan as
pek-aspek kebudayaan lainnya, kemaju
an infrastruktur transportasi dan teleko
munikasi, termasuk kemunculan telegraf 
dan Internet, merupakan faktor utama dalam 
globalisasi yang semakin mendorong saling 
ketergantungan (interdependensi) aktivitas 
ekonomi dan budaya.
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2.	  Investasi 
Atau penanaman modal adalah suatu 

istilah dengan beberapa pengertian yang 
berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. 
Istilah tersebut berkaitan dengan akumulasi 
suatu bentuk aktiva dengan suatu harapan 
mendapatkan keuntungan pada masa depan. 
Adanya globalisasi dapat menimbulkan efek 
positif, salah satunya yaitu adanya investasi 
atau penanaman modal baik dari luar negeri 
maupun dalam negeri.

3.	 E-commerce
Dari adanya investasi yang merupakan 

efek positif dari globalisasi, maka glo
balisasi juga dapat menimbulkan perda
gangan atau proses berbisnis dengan meng
gunakan teknologi elektronik yang meng
hubungkan antara perusahaan, konsumen 
dan masyarakat dalam bentuk transaksi 
elektronik dan pertukaran/penjualan barang, 
layanan, dan informasi secara elektronik.

4.	 Pasal 4 (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang 
PPN dan PPn BM

Adapun isi dari pasal 4 (1) UU No. 42 
tahun 2009 adalah sebagai berikut :
1.	 Penyerahan Barang Kena Pajak di da

lam Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
pengusaha;

2.	 Impor Barang Kena Pajak;
3.	 Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam 

Daerah Pabean yang dilakukan oleh 
pengusaha;

4.	 Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak 
Berwujud dari luar Daerah Pabean di 
dalam Daerah Pabean;

5.	 Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar 
Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;

6.	 Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud 
oleh Pengusaha Kena Pajak;

7.	 Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Ber
wujud oleh Pengusaha Kena Pajak;dan;

8.	 Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha 
Kena Pajak
Isi dari pasal tersebut masih secara 

umum. Sampai saat ini belum ada keten
tuan Undang-Undang yang secara khu
sus mengatur mengenai pemungutan Pajak 

Pertambahan Nilai atas transaksi e-commerce 
baik yang berskala nasional maupun inter
nasional. 

5.	 Transaksi yang dikenakan PPN (Taxable 
Supply)

UU PPN Tahun 2009 secara umum 
mengenakan setiap transaksi penyerahan 
barang kena pajak dan jasa kena pajak 
yang terutang PPN. Barang dan jasa yang 
dikenakan pajak diartikan secara luas. Untuk 
barang diartikan sebagai barang berwujud, 
yang menurut sifat atau hukumnya dapat 
berupa barang bergerak atau barang tidak 
bergerak, dan barang tidak berwujud se
dangkan untuk jasa diartikan sebagai setiap 
kegiatan pelayanan berdasarkan suatu peri
katan atau perbuatan hukum yang me
nyebabkan suatu barang atau fasilitas atau 
kemudahan atau hak tersedia untuk di
pakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk 
menghasilkan barang karena pesanan atau 
permintaan dengan bahan dan atas petunjuk 
dari pemesan.

6.	 Saat terutangnya PPN (Taxable Event)
Transaksi e-commerce secara umum 

sebenarnya sama dengan transaksi yang di
lakukan secara konvensional, sehingga untuk 
memenuhi asas keadilan, transaksi ini pun 
tak luput dari pengenaan PPN. Dari definisi 
yang telah diuraikan pada bab terdahulu, 
pengertian taxable event lebih ditekankan 
pada saat pengiriman barang tersebut. 
Taxable event atas transaksi e-commerce da
pat ditentukan saat barang dikirim atau di
unduh oleh pembeli ke komputernya. 

7.	 Pemungut PPN (Taxable Person)
Taxable person dalam UU PPN tahun 

2009 berdasarkan Pasal 3A dikelompokan 
menjadi dua bagian yaitu : 
1.	 Pengusaha Kena Pajak, yaitu orang pri

badi atau badan yang dalam kegiatan 
usaha atau pekerjaannya menghasilkan 
barang, mengimpor barang, mengekspor 
barang melakukan usaha perdagangan, 
memanfaatkan barang tidak berwujud 
dari luar daerah pabean, melakukan usa
ha jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar 
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daerah pabean melakukan penyerahan 
barang kena pajak dan jasa kena pajak 
yang dikenakan PPN.

2.	 Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu 
orang pribadi yang memanfaatkan ba
rang kena pajak tidak berwujud dari luar 
daerah pabean dan yang memanfaatkan 
jasa kena pajak dari luar daerah pabean.
Dengan unsur-unsur seperti di atas 

mengakibatkan pemajakan atas transaksi 
e-commerce menjadi kompleks. Selain itu, 
fakta yang menunjukkan peningkatan nilai 
transaksi e-commerce yang secara signifikan 
terus menunjukkan peningkatan tiap ta
hunnya, berpotensial mengakibatkan kehi
langan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai 
yang cukup besar.

Dari uraian yang telah dibahas diatas, 
maka dapat dirumuskan masalah sebagai 
berikut :
1.	 Kebijakan e-commerce di Indonesia 

belum mendapat perhatian serius oleh 
pemerintah terutama masalah perpa
jakannya.

2.	 Kebijakan peraturan Undang-Un
dang No. 42 tahun 2009 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah tidak maksimal 
dalam penerapannya.

3.	 Masyarakat atau wajib pajak tidak 
mengetahui maksud dan tujuan peme
rintah yang mengharuskan wajib pajak 
pelaku usaha e-commerce berpedoman 
pada pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 
tentang Pajak Pertambahan Nilai dan 
Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

4.	 Kurangnya sosialisasi mengenai kebi
jakan pasal 4 (1) UU no 42 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah yang di
jadilan pedoman dalam pelaksanaan 
pemungutan Pajak Pertambahan Nilai 
atas transaksi e-commerce.

5.	 Kebijakan penerapan pasal 4 (1) UU 
no 42 tahun 2009 tentang Pajak Per
tambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah dalam pengenaan 

Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 
e-commerce dinilai kurang tepat untuk 
jangka panjang.

6.	 Wajib pajak menjadi tidak disiplin ka
rena akan menunggu kebijakan yang 
lebih baik lainnya.

METODE
Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, hanya terdapat satu 
lokasi khusus tempat peneliti melakukan pene
litian yaitu di Direktorat Peraturan Perpajakan 
1 dan mengambil data di Direktorat Teknologi 
Informasi Perpajakan Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Pajak yang beralamat Jl. Gatot Subroto 
No.Kav. 40-42 Jakarta Selatan 12190 pada bulan 
Februari 2017 hingga bulan Agustus 2017.

Pendekatan Penelitian
Pendekatan kualitatif digunakan dalam 

penelitian “Analisis Penerapan Kebijakan 
e-commerce Pada Direktorat Jenderal Pajak 
dengan alasan mempertimbangkan fokus pe
nelitian yakni fokus pada koordinasi antar unit, 
antar lembaga, antar instansi untuk mencapai 
tujuan tertentu yang mempunyai banyak segi dan 
tidak bersifat monokausal.

Paradigma Penelitian
Terdapat dua paradigma utama dalam 

penelitian ilmu-ilmu sosial, yaitu paradigma 
positivisme dan paradigma naturalistik. Ka
rena pendekatan penelitian yang penulis guna
kan adalah pendekatan kualitatif, maka para
digma yang penulis gunakan adalah paradig
ma naturalistik yang tujuannya adalah untuk 
memahami kondisi faktual di lapangan terkait 
dengan isu konsep penelitian. Isu yang ter
dapat dalam penelitian ini adalah penerapan 
kebijakan e-commerce yang sampai dengan saat 
ini, ketentuan perpajakan yang berlaku, yaitu 
Pasal 4 (1) UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai, belum mengatur secara jelas 
tentang bagaimana penerapan Pajak Pertambahan 
Nilai atas transaksi e-commerce.
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Fokus Penelitian
Pembahasan mengenai kebijakan e-commerce 

sangatlah luas, agar tesis ini terfokus pada 
masalah-masalah yang pokok saja maka penulis 
membatasi pembahasan penelitian ini hanya pada 
penerapan kebijakan e-commerce yang pokok 
masalahnya adalah pada pasal 4 (1) UU no 42 
tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai. Di 
dalam pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah yang berisi jenis barang dan 
jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
yang dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pe
mungutan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi 
e-commerce.

Penentuan Informan
Pemilihan informan perlu dilakukan secara 

sungguh-sungguh agar permasalahan dalam 
penelitian dapat terjawab. Informan yang diha
dirkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak 
yang terkait dalam proses pelaksanaan kebijakan. 
Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti 
menghadirkan beberapa informan yang menurut 
peneliti dapat membantu dalam melakukan 
penelitian penerapan kebijakan e-commerce. 
Informan yang peneliti akan wawancarai adalah 
sebagai berikut :
1.	 Info 1 adalah seorang pegawai di Direktorat 

Peraturan Perpajakan I Direktorat Jenderal 
Pajak sebagai Kepala Seksi PPN Jasa.

2.	 Info 2 adalah seorang pegawai sebagai Tenaga 
Pengkaji Bidang Ekstensifikasi & Intensifikasi 
Pajak.

3.	 Info 3 adalah seorang ahli pajak, pengajar di 
salah satu universitas swasta dan pengamat 
pajak yang telah berpengalaman.

4.	 Info 4 adalah seorang konsultan pajak dan 
audit keuangan partner Kantor Jasa Akuntan 
Djati Permana dan telah berpengalaman.

5.	 Info 5 adalah seorang wajib pajak dari sua
tu perusahaan yang bergerak di bidang per
dagangan e-commerce dan memiliki jabatan 
sebagai Manager Keuangan. 

6.	 Info 6 adalah seorang wajib pajak yang juga 
perwakilan dari perusahaan e-commerce. 
Jabatannya sebagai Manager Pajak.

Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang peneliti guna

kan dalam penelitian ini adalah dengan meng
gunakan metode inductive data analysis, yang 
merupakan metode analisis umum yang penulis 
lakukan didasarkan pada hasil penelitian lapang
an seperti wawancara, kemudian dilakukan inter
pretasi, dicari makna dan ditarik kesimpulan. 
Perbedaan latar belakang pendidikan, tugas 
pokok dan fungsi, persepsi dan masalah yang 
dihadapi membuat pemahaman dan kendala saat 
melakukan pekerjaan yang berhubungan dengan 
penerapan kebijakan e-commerce berbeda-beda. 
Jawaban informan yang bervariasi sesuai dengan 
tingkat pemahaman dan yang biasa dihadapi 
oleh informan, membuat data yang dianalisis jadi 
semakin banyak. Oleh karena itu, penulis meng
gunakan metode analisis data induktif sehingga 
dapat diambil kesimpulan yang mendasar dari 
apa yang didapat dari wawancara dengan infor
man.

Uji Keabsahan Data 
Peneliti dalam proses penelitian berkali-

kali ke lapangan sehingga dianggap telah cukup 
lama mengumpulkan, mengamati dan mengolah 
data yang bersangkutan, mempelajari budaya, 
menguji informasi yang keliru, meminimalisasi 
distorsi dan terutama membangun kepercayaan 
dengan menggunakan sumber-sumber yang 
berbeda berupa data perkembangan penerimaan 
Pajak Pertambahan Nilai dibandingkan dengan 
penerapan kebijakan e-commerce yang meng
gunakan Pasal 4 (1) UU No 42 tahun 2009 sebagai 
pedoman dalam pengenaan Pajak Pertambahan 
Nilai atas transaksi e-commerce. Penulis juga 
menggunakan metode lain dalam mengumpulkan 
data yaitu dengan wawancara menggunakan 
daftar pertanyaan kepada beberapa pihak yang 
terkait dengan objek yang diteliti. Tahap-tahap 
dalam pengumpulan data dalam suatu penelitian, 
yaitu tahap orientasi, tahap eksplorasi dan tahap 
member check. Dalam tahap orientasi, yang 
dilakukan peneliti adalah melakukan pra-survey 
ke lokasi yang akan diteliti. Pra-survey dilakukan 
di Indonesia, peneliti melakukan dialog dengan 
kepala Seksi PPN Jasa, juga melakukan studi 
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dokumentasi serta kepustakaan untuk melihat 
dan mencatat data-data yang diperlukan dalam 
penelitian ini. Selanjutnya adalah tahap eksplorasi, 
tahap ini merupakan tahap pengumpulan data di 
lokasi penelitian sekaligus peneliti melakukan 
wawancara dengan unsur-unsur terkait yang 
mengacu pada pedoman wawancara yang telah 
peneliti sediakan. Dan yang terakhir adalah 
tahap member check, setelah diperolehnya data 
lapangan baik melalui observasi, wawancara, 
maupun studi dokumentasi. Untuk melengkapi 
atau merevisi data yang baru, maka data yang ada 
tersebut diangkat dan dilakukan pembahasan, 
yaitu melakukan check keabsahan data sesuai 
dengan sumber aslinya.

HASIL dan PEMBAHASAN 
Hasil Penelitian
Legal Karakter Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai terpilih sebagai 
sebagai pengganti Pajak Penjualan karena me
miliki beberapa karakteristik positif, Ben Terra 
(Untung Sukardji, 2015:22) mengemukakan bah
wa Legal karakter Pajak Pertambahan Nilai secara 
umum antara lain adalah :

a.	 General Tax on Consumption;
b.	 Indirect Tax;
c.	 Neutral;
d.	 Non-Cumulative.

Gambar 2. PPN sebagai Pajak Tidak Langsung
Sumber : Untung Sukardji (2015:23)

Netralitas Pajak Pertambahan Nilai
Dalam mekanisme pemungutannya, Pajak 

Pertambahan Nilai mengenal dua prinsip pe
mungutan, yaitu prinsip tempat asal (origin prin
ciple) dan prinsip tempat tujuan (destination 

principle). Prinsip tempat asal mengandung 
pengertian bahwa Pajak Pertambahan Nilai di
pungut di tempat asal barang atau jasa yang akan 
dikonsumsi. Sedangkan berdasarkan prinsip 
tempat tujuan, Pajak Pertambahan Nilai dipungut 
di tempat barang atau jasa dikonsumsi. Kedua 
prinsip ini sangat besar pengaruhnya terhadap 
kedudukan Pajak Pertambahan Nilai dalam per
dagangan internasional. Apabila dikehendaki ada 
sifat netral Pajak Pertambahan Nilai di bidang 
perdagangan internasional, maka prinsip yang 
dianut adalah prinsip tempat tujuan (destination 
principle). Dalam prinsip ini, komoditi impor 
akan menanggung beban pajak yang sama dengan 
barang produksi dalam negeri, apabila komoditi 
tersebut dikonsumsi di dalam negeri.

Gambar 3. PPN sebagai Destination Principle
Sumber : Untung Sukardji (2015:35) diolah

Sejak 1 Januari 2014, Pemerintah telah me
netapkan aturan mengenai batasan Pengusaha 
Kena Pajak (PKP) yaitu pengusaha yang om
zetnya mencapai Rp4,8 miliar. Dengan de
mikian, semua pelaku usaha termasuk pebisnis 
online yang omzetnya mencapai jumlah tersebut, 
wajib memungut PPN atas setiap transaksinya. 
Namun belum ada kepastian bahwa apakah 
setiap transaksi online yang dilaksanakan oleh 
pengusaha e-commerce baik badan usaha atau 
orang pribadi yang sudah tergolong PKP, telah 
memungut PPN dan menyetorkan ke kas negara. 
Hal inilah yang cukup sulit dideteksi, dikarenakan 
transaksi e-commerce sangat berbeda dengan 
transaksi konvensional. 

Ada banyak kendala yang dihadapi untuk 
pengenaan pajak atas transaksi online. Transaksi 
e-commerce terjadi dalam waktu yang singkat, 
sehingga sangat sulit untuk melacak siapa saja 
pelaku transaksinya. Bentuk barang atau jasa 
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yang diperdagangkan kebanyakan berformat di
gital (non fisik) seperti software,video, musik, 
e-magazine, sehingga cukup menyulitkan dalam 
penentuan obyek pajaknya. Di samping itu, bukti 
transaksinya adalah bukti elektronis sehingga 
membuat transaksi e-commerce semakin susah 
untuk dideteksi.

Internet sebagai suatu medium komunikasi 
global dapat digunakan untuk melakukan ke
giatan perdagangan, namun tidak dengan serta 
merta ia meniadakan sistem hukum perdagangan 
konvensional itu sendiri. Oleh karena itu, semua 
mekanisme hukum yang berlaku pada hakekatnya 
tetap berlaku termasuk didalamnya hukum pajak, 
kecuali ditentukan lain oleh hukum yang khusus 
mengecualikannya.

Di dalam penjelasan Pasal 11 ayat (1) Un
dang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 
8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai 
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Ba
rang Mewah (selanjutnya disebut juga sebagai 
“Undang-undang No. 42 Tahun 2009 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai”) dikatakan bahwa saat 
terutangnya pajak untuk transaksi yang dila
kukan melalui electronic commerce tunduk pada 
ketentuan ini. Namun, kelanjutannya berupa 
peraturan pelaksana belum ada sehingga pera
turan tersebut sulit untuk diterapkan secara te
pat, meskipun tidak berarti bahwa transaksi ter
sebut tidak dapat dipajaki. Pajak Pertambahan 
Nilai dikenakan terhadap pertambahan nilai 
yang prosesnya timbul dari pembiayaan dari 
faktor-faktor produksi yaitu mulai dari bahan 
baku menjadi barang setengah jadi dan akhirnya 
menjadi barang yang siap dijual. 

Pemerintah melalui surat edaran dirjen pajak 
SE nomor 62/PJ/2013 tentang penegasan kembali 
bahwa pengenaan pajak terhadap transaksi 
e-commerce ditekankan bahwa pengenaan pajak 
terhadap transaksi e-commerce tetap mengacu ke
pada peraturan perundang-undangan perpajakan 
yang berlaku seperti Undang-Undang nomor 16 
tahun 2009 tentang tentang Ketentuan Umum 
Perpajakan Dan Tata Cara Perpajakan, dan Un
dang-Undang nomor 42 tahun 2009 tentang 
Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 

Barang Mewah.
Untuk mengetahui deskripsi dari penerapan 

kebijakan e-commerce ini agar potensi Pajak 
yang sangat besar terutama Pajak Pertambahan 
Nilai tidak hilang, ada beberapa pertanyaan yang 
ditanyakan langsung kepada informan sudah ada 
atau belum ada mengenai peraturan dalam bentuk 
undang-undang yang secara khusus mengatur 
penerapan kebijakan e-commerce.

Tabel 3.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 1
No. 

Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim

Bagaimana pendapat Bapak, tentang filosofi perdagangan melalui 
internet (e-commerce) saat ini?

Info 1 E-commerce merupakan bentuk alternatif perdagangan yang 
menggunakan teknologi informasi. Sangat memudahkan pembeli 
dalam berbelanja. Saat ini DJP sedang mengkaji impact e-commerce 
ini terhadap perpajakan, dimungkinkan untuk dilakukan pengaturan 
lebih lanjut mengenai perlakuan perpajakannya.

Memudahkan

Info 2 Sebagaimana perdagangan konvensional, e-commerce juga 
berhubungan dengan transaksi barang dan jasa yang dilakukan 
melalui media internet dalam bentuk produk digital murni dan produk 
yang non digital murni.

Memudahkan

Info 3 E-commerce adalah perdagangan online yang menggunakan internet 
untuk bertransaksi. Pelaku usaha e-commerce harus dapat dipercaya 
sehingga pembeli dapat membeli barang sesuai kebutuhannya. 
Pembeli cukup dimudahkan melihat katalog dari pelaku usaha 
e-commerce dan langsung dapat membeli. Pelaku usaha juga sangat 
mudah dalam memasang barang dagangannya. Pihak otoritas pajak 
juga harus mampu menyiapkan diri dan mendeteksi siapa pelaku 
usaha dan siapa pembelinya.

Memudahkan

Info 4 E-commerce adalah sistem jual beli online yang dilakukan tanpa tatap 
muka dan tanpa bertemu langsung yang menggunakan kecepatan 
internet sebagai media transaksinya dan memudahkan penjual dan 
pembeli bertransaksi.

Memudahkan

Info 5 Jaman sekarang di era internet ini, apapun bisa dijual, naik berupa 
barang ataupun jasa. Semua memudahkan kita tinggal klik laptop atau 
smartphone untuk membeli atau menjual sesuatu.

Memudahkan

Info 6 Perdagangan melalui internet ini sangat mudah dilakukan. Transaksi 
yang dilakukan bisa menjual atau membeli barang, jasa dan lainnya.

Memudahkan

Berdasarkan jawaban informan pada tabel 
3 diketahui bahwa  e-commerce ini terjadi an
tara penjual dan pembeli yang dilakukan melalui 
media internet untuk bertransaksi dan dilakukan 
tanpa bertatap muka sehingga mempermudah 
penjual dan pembeli dalam melakukan setiap 
transaksi e-commerce. Pada jawaban Informan 1 
pihak Direktorat Jenderal Pajak sedang mengkaji 
pengaturan mengenai perlakuan perpajakannya. 
Jawaban informan ke 2, 3, 4, 5 dan 6 tidak me
nyinggung masalah peraturan perpajakan yang 
khusus untuk mengatur perlakuan perpajakan 
e-commerce. 
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Tabel 4.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 2
No. 

Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim

Menurut pendapat Bapak, apakah ketentuan pajak yang berlaku 
sekarang telah mengatur secara menyeluruh tentang transaksi 
e-commerce terutama transaksi lintas negara (UU PPN tahun 2009 
dan SE Dirjen Pajak No. 62 tahun 2013)? Menurut Bapak apakah 
masih relevan UU PPN dan Surat Edaran Dirjen Pajak ini?

Info 1 Aturan khusus mengenai e-commerce sebenarnya belum ada 
aturannya, namun UU PPN Tahun 2009 sifatnya sangat luas sehingga 
pengenaan PPN atas transaksi e-commerce mengikuti aturan dalam 
Pasal 4 (1) UU PPN Tahun 2009, karena pengertian barang kena pajak 
dapat diartikan secara luas dan dalam memori penjelasan Pasal 11 
dijelaskan saat terutangnya untuk transaksi e-commerce tunduk pada 
ayat ini. Surat Edaran Dirjen Pajak juga menurut saya harusnya cukup 
dijadikan acuan dalam e-commerce walaupun sebenarnya bentuk 
aturan tersebut sebaiknya undang-undang.

Belum diatur

Info 2 Sampai saat ini sudah banyak peraturan tentang e-commerce yang 
dibuat berbagai instansi tetapi tidak ada yang saling mendukung. 
Memang harus dibuatkan peraturan yang memadai dari instansi yang 
berkepentingan. Tahun 2016, pemerintah pun sudah membuat Road 
Map e-commerce ini. Memang sudah saatnya pemerintah lebih serius 
dalam menggali potensi penerimaan pajak dari sektor e-commerce 
yang semakin berkembang.

Belum diatur

Info 3 Peraturan perpajakan yang ada secara khusus mengatur e-commerce 
belum ada. Perlu aturan khusus yang mengatur e-commerce. UU PPN 
tahun 2009 perlu di amandemen atau Perppu juga harus diterbitkan 
untuk mengatur khusus e-commerce. Menurut saya surat edaran 
dari Dirjen Pajak kurang memenuhi syarat karena surat edaran itu 
sebenarnya hanya berlaku di intern DJP saja.

Belum diatur

Info 4 Peraturan dalam bentuk surat edaran Dirjen Pajak yang sifatnya 
untuk penggunaan ke Wajib Pajak  seharusnya ditiadakan. Surat 
edaran Dirjen Pajak tersebut hanya untuk penggunaan di dalam 
lingkungan DJP saja. Saya sangat menyarankan kepada Menteri 
Keuangan agar segera melakukan revisi UU PPN tahun 2009. 
Walaupun tidak menyeluruh. Silakan amandemen saja pasal pasalnya. 
Contoh pasal 4 (1) UU PPN tahun 2009 dan masih banyak lagi 
pasal-pasal yang kurang relevan pada saat ini. Wilayah grey area harus 
diminimalkan. 

Belum diatur

Info 5 Pemerintah terkesan lambat dalam membuat undang-undang yang 
mengatur e-commerce. Undang-undang yang ada sekarang membuat 
bingung kami. Misalnya, surat edaran Dirjen Pajak tidak cukup 
melegitimasi pengenaan pajak terutama PPN.

Belum diatur

Info 6 Kami sebagai Wajib Pajak yang bidang usahanya di e-commerce 
sangat kecewa dengan otoritas pajak yang tidak peduli terhadap 
keluhan kami. Peraturan perpajakan e-commerce belum ada yang 
mengatur secara khusus. Dari pasal-pasal di dalam UU PPN tahun 
2009 perlu direvisi dan harus dibuat Peraturan Menteri Keuangan 
tentang e-commerce. Perusahaan kami kesulitan dalam menentukan 
objek pajak PPN. Surat edaran saja tidak cukup.

Belum diatur

Berdasarkan jawaban semua informan pada 
tabel 4 dapat diketahui bahwa ketentuan pajak 
terutama yang mengatur penerapan kebijakan 
e-commerce belum ada.

Tabel 5.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 3
No. 

Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim

Apa saja yang perlu direvisi didalam UU PPN? Apa yang menjadi 
kendala dilapangan dalam upaya menerapkan ketentuan pengenaan 
PPN atas transaksi e-commerce tersebut?

Info 1 DJP akan mempelajari terlebih dahulu hal tersebut. Belum diatur

Info 2 Setahu saya yang sudah ada RUU nya baru UU KUP, bisa saja 
UU PPN juga direvisi namun harus melalui mekanisme yang ada. 
Tentunya pasal-pasal yang belum mengikuti perkembangan jaman 
saja yang diamandemen. Kemudian Menteri Keuangan juga harus 
mengeluarkan PMK tentang penegasan e-commerce.

Belum diatur

Info 3 Menurut saya sebelum melakukan revisi UU PPN tahun 2009, apakah 
UU PPN tahun 2009 tersebut sudah efektif. Efektif disini artinya 
apakah sudah memenuhi harapan pembuat UU, sudah jelas, tegas, 
lugas dan tidak multitafsir, sudah selaras, seimbang dan serasi atau 
belum. Bisa juga UU nya sudah bagus tapi pembuat dan pelaksana 
nya tidak mengerti. Yang perlu direvisi hanya yang belum mencakup 
saja. Cukup di amandemen saja pasal-pasalnya. UU harus mengikuti 
perkembangan jaman. Sudah disesuaikan atau belum UU nya dengan 
perkembangan perdagangan yang semakin canggih dengan adanya 
e-commerce.

Belum diatur

Info 4 Yang harus diamandemen adalah pasal-pasal yang belum mencakup 
e-commerce. Di pasal tentang e-commerce tersebut harus dijelaskan 
secara detail tentang semua transaksi e-commerce yang terutang 
PPN. Kendala nya tentu harus dibicarakan antar instansi pemerintah 
seperti Kominfo, Perdagangan dan keuangan (DJP).

Belum diatur

Info 5 Kami sebagai pelaku e-commerce butuh payung hukum yang lebih 
kuat. Objek PPN semakin luas juga harus diimbangi oleh UU yang 
menjelaskan jenis objek pajak yang baru. Memang ada beberapa 
petugas pajak di DJP yang mengatakan tidak ada pajak baru di bidang 
e-commerce, itu sangat salah. Kami wajib pajak e-commerce justru 
kebingungan menentukan objek pajak e-commerce apakah terutang 
PPN atau tidak? 

Belum diatur

Info 6 Menurut saya perlu dilakukan perubahan UU PPN tahun 2009 
karena ketinggalan jaman. Aturan tersebut sudah usang. Perlu 
diperbarui kembali dan disesuaikan dengan objek pajak terbaru, 
terutama dari dunia digital, media online dan sebagainya. Ini harus 
dilakukan sesegera mungkin.

Belum diatur

Berdasarkan jawaban semua informan pada 
tabel 5 bahwa revisi UU PPN tahun 2009 harus di
lakukan sesegera mungkin. Pasal-pasalnya cukup 
diamandemen saja. Pasal-pasal yang sekiranya 
belum mencakup e-commerce harus direvisi. 

Tabel 6.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 4
No. 

Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim

Bagaimana strategi DJP dalam menjaring potensi transaksi 
e-commerce khususnya atas PPN ini? (identifikasi obyek dan subyek)

Info 1 Teknik menjaring potensi saat ini masih dilakukan dengan metode 
intensifikasi dan ekstensifikasi, namun pengembangannya 
disesuaikan dengan kebutuhan

Sudah diatur

Info 2 Intensifikasi objek pajak saja tidak menyelesaikan masalah. Memang 
seharusnya DJP melakukan ekstensifikasi atau menambah objek yang 
belum ada untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor PPN 
di bidang e-commerce. Banyak potensi pajaknya disana.

Belum diatur

Info 3 Identifikasi objek dan subjek PPN dapat dilakukan jika ada kerjasama 
dengan antara Kominfo, perdagangan dan DJP.

Belum diatur

Info 4 Menurut saya cukup melakui Kominfo saja atau  dengan 
pembentukan sebuah Badan Regulasi yang bernama CA. CA adalah 
sebuah lembaga  resmi yang ditunjuk pemerintah untuk menerbitkan 
suatu sertifikat digital (digital certificate) yaitu sebuah dokumen 
elektronis yang digunakan untuk mengidentifikasikan individu, 
server, perusahaan atau entitas lainnya dan mengasosiasikan 
identitas tersebut dengan public key. CA digunakan oleh Public Key 
Cryptography berkaitan dengan pertanyaan apakah data yang kita 
diterima benar-benar dari pengirim yang kita percaya dan apakah 
data yang akan kita kirim akan benar-benar menuju ke penerima 
yang kita tuju.

Belum diatur

Info 5 Saya pernah ikut seminar di DJP, pembicara di seminar itu ada 
yang dari DJP dan mengatakan tidak ada pajak baru bagi pelaku 
bisnis e-commerce. Ini sangat aneh, masa dia orang pajak tidak tahu 
dalamnya e-commerce. Terlalu kompleks itu di e-commerce.cobalah 
buat lebih mendalam lagi penelitian e-commerce untuk orang DJP. 
Sering-seringlah berbincang dengan kami.

Belum diatur

Info 6 Kalau menurut saya objek dan subjek PPN masih terlalu luas. Harus 
ada identifikasi khusus dalam penentuan objek dan subjek PPN 
dalam hal e-commerce. Itu tugas DJP dan aparat terkait. Kami sangat 
menunggu hal tersebut.

Belum diatur

Berdasarkan jawaban informan 1, bahwa 
dalam menjaring potensi transaksi e-commerce 
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dilakukan dengan metode intensifikasi dan eks
tensifikasi, namun pengembangannya disesuai
kan dengan kebutuhan, artinya hal ini sudah 
diatur dalam UU PPN tahun 2009. Tetapi jawaban 
informan 2, 3, 4, 5 dan 6 hal ini belum diatur.

Tabel 7.  Analisis Data Atas Pertanyaan dan Jawaban 5
No. 

Informan Pertanyaan dan Jawaban Informan Verbatim

Apa yang menjadi kendala dilapangan dalam upaya menerapkan 
ketentuan pengenaan PPN atas transaksi e-commerce tersebut?

Info 1 Mengidentifikasikan taxable person dalam transaksi konvensional 
lebih mudah dilakukan, namun dalam mengidentifikasikan pihak-
pihak yang terlibat dalam transaksi e-commerce sangat sulit dilakukan 
terlebih teknologi yang digunakan belum dimiliki oleh DJP, inilah yang 
menjadi kesulitan atau kendala yang ada dalam DJP dalam melakukan 
pengenaan PPN atas transaksi e-commece, terlebih jika pihak 
yang melakukan transaksi bukan merupakan wajib pajak dan tidak 
berstatus pengusaha kena pajak pula.

Belum diatur

Info 2 Kami akui masih banyak kendala dalam menentukan pengenaan PPN 
untuk e-commerce. Perlu teknologi tinggi untuk mengidentifikasi 
objek dan subjek PPN e-commerce tersebut. Kami melakukan 
kerjasama dengan instansi terkait. Sudah pasti kominfo dan 
perdagangan yang menjadi tumpuan kami dalam bekerjasama untuk 
menentukan subjek dan objek PPN e-commerce ini.

Belum diatur

Info 3 Masalah koordinasi instansi pemerintah belum disiplin dalam 
mengamankan penerimaan pajak atau bahkan instansi pemerintah 
tersebut dapat dikatakan membantu dalam hal penyalahgunaan 
peraturan e-commerce jika ada Wajib Pajak yang tidak mengerti 
mengenai aturan tentang e-commerce. 

Belum diatur

Info 4 Menurut saya, dilapangan sering terjadi perbedaan pendapat antar 
petugas pajak sendiri. Di satu sisi aturan yang ada belum dibuat 
secara lebih serius.

Belum diatur

Info 5 Sangat banyak kendalanya.silakan aja dicermati berapa banyak 
penjualan dari e-commerce selama ini dan berapa pajak yang diterima 
oleh DJP.sudah pasti penjualan e-commerce sangat tinggi tetapi 
penerimaan pajaknya masih rendah. Kamu sebagai wajib pajak sudah 
sangat membantu pemerintah tetapi kenapa pemerintah tidak segera 
membuat aturan yang lebih jelas dan lugas serta tidak multitafsir lagi 
sehingga malah membuat wajib pajak enggan memungut bahkan 
melaporkan PPN dari transaksi e-commerce. 

Belum diatur

Info 6 Kami sebagai wajib pajak yang menjalankan e-commerce dibuat 
bingung dengan aturan yang ada sehingga perusahaan berusaha 
sebaik mungkin mengikuti aturan yang ada. Pada akhirnya kami 
sendiri yang menentukan transaksi yang kami jalankan apakah objek 
PPN atau bukan.

Belum diatur

Berdasarkan jawaban semua informan, ma
sih menemukan kendala dalam menentukan 
transaksi e-commerce apakah subjek dan objek 
Pajak Pertambahan Nilai atau bukan. Hal ini 
perlu ditindaklanjuti untuk menentukan hal ter
sebut melalui :
1.	 Penggolongan E-commerce 

Secara umum, penggolongan dari ke
giatan e-commerce dapat digolongkan men
jadi 4 jenis berdasarkan sifat transaksinya se
bagai berikut (Nufransa Wira Sakti, 2014:12):
1.	 Business to business (B2B), adalah model 

e-commerce dimana pelaku bisnisnya 
adalah perusahaan, sehingga proses 
transaksi dan interaksinya adalah antara 
satu perusahaan dengan perusahaan 

lainnya. Contoh model e-commerce ini 
adalah beberapa situs e-banking yang 
melayani transaksi antar perusahaan. 

2.	 Business to Consumer (B2C), adalah 
model e-commerce dimana pelaku bis
nis melibatkan langsung antara pen
jual (penyedia jasa e-commerce) dengan 
individual buyers atau pembeli. Contoh 
model e-commerce ini adalah airasia.
com.

3.	 Consumer to Consumer (C2C), adalah 
model e-commerce dimana perorangan 
atau individu sebagai penjual berinter
aksi dan bertransaksi langsung dengan 
individu lain sebagai pembeli. Konsep 
e-commerce jenis ini banyak digunakan 
dalam situs online auction atau lelang 
secara online. Contoh portal e-commerce 
yang menerapkan konsep C2C adalah 
e-bay.com.

4.	 Consumer to Business (C2B), adalah 
model e-commerce dimana pelaku bis
nis perorangan atau individual me
lakukan transaksi atau interaksi dengan 
suatu atau beberapa perusahaan. Jenis 
e-commerce seperti ini sangat jarang 
dilakukan di Indonesia. Contoh portal 
e-commerce yang menerapkan model 
bisnis seperti ini adalah priceline.com.

2.	 Model Bisnis E-commerce
1.	 Online Marketplace

Online Marketplace adalah kegiat
an menyediakan tempat kegiatan usaha 
berupa Toko Internet di Mal Internet 
sebagai tempat Online Marketplace Mer
chant menjual barang dan/atau jasa. 
Model bisnis dimana situs yang ber
sangkutan tidak hanya membantu mem
promosikan barang dagangan saja, tapi 
juga memfasilitasi transaksi uang secara 
daring untuk para pedagang daring. 

Contoh perusahaan : tokopedia, 
elevenia, bukalapak.

2.	  Classified Ads
Classified Ads adalah kegiatan me

nyediakan tempat dan/atau waktu untuk 
memajang content (teks, grafik, video 
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penjelasan, informasi, dan lain-lain) ba
rang dan/atau jasa bagi Pengiklan untuk 
memasang iklan yang ditujukan kepada 
Pengguna Iklan melalui situs yang di
sediakan oleh Penyelenggara Classified 
Ads. Merupakan situs iklan baris, di ma
na situs yang bersangkutan tidak mem
fasilitasi kegiatan transaksi daring.

Contoh perusahaan : kaskus, olx, 
rumah123.

3.	 Daily Deals
Daily Deals merupakan kegiatan 

menyediakan tempat kegiatan usaha be
rupa situs Daily Deals sebagai tempat 
Daily Deals Merchant menjual barang 
dan/atau jasa kepada Pembeli dengan 
menggunakan Voucher sebagai sarana 
pembayaran.

Contoh perusahaan : evoucher, 
traveloka.

4.	 Online Retail
Online Retail adalah kegiatan men

jual barang dan/atau jasa yang dilakukan 
oleh Penyelenggara Online Retail kepada 
Pembeli di situs Online Retail. Toko 
daring dengan alamat situs (domain) 
sendiri dimana penjual memiliki stok 
produk/jasa dan menjualnya secara 
online kepada pembeli.

Contoh perusahaan : bhinneka, 
blibli, lazada.

3.	 Transaksi yang dikenakan PPN (Taxable 
Supply)

Transaksi e-commerce sebagaimana di
uraikan pada bab sebelumnya, menggunakan 
media internet secara online. Barang yang 
dipesan pun dapat berupa barang berwujud 
maupun barang digital dan jasa. Terhadap 
barang digital, UU PPN Tahun 2009 tidak 
memberikan definisi yang jelas. Pengertian 
barang tidak berwujud berdasarkan UU PPN 
Tahun 2009 dapat diartikan seluas-luasnya, 
sehingga barang-barang digital pun tergolong 
dalam barang tidak berwujud yang terutang 
PPN. Ketidakjelasan pengaturan mengenai 
definisi barang digital dalam pengertian 
barang tidak berwujud, menjadikan adanya 

penafsiran yang luas dan jauh dari asas ke
pastian hukum.

Dari sudut pandang asas keadilan, 
penyerahan barang dan atau jasa yang dila
kukan secara e-commerce harus mendapat
kan perlakuan yang sama dengan penyerahan 
barang atau jasa biasa. Artinya kalau barang 
yang dibeli di toko dikenakan PPN, maka 
barang yang diperoleh dari hasil pengun
duhan seharusnya dikenakan PPN pula.

Berdasarkan uraian diatas, transaksi 
e-commerce dikenakan PPN apabila:
1.	 Barang atau jasa yang diperdagangkan 

melalui e-commerce tersebut adalah ba
rang kena pajak baik berwujud atau ti
dak berwujud dan jasa kena pajak;

2.	 Transaksi e-commerce tersebut dilaku
kan atau dimanfaatkan/dikonsumsi di 
dalam daerah pabean baik transaksi 
antara perusahaan dengan perusahaan 
(business to bussiness/B2B) atau antara 
perusahaan dengan konsumen akhir 
(business to consumers/B2C). 
Pendekatan yang dilakukan saat penge

naan PPN atas transaksi e-commerce di Indo
nesia dapat mencontoh pengalaman atau 
praktik yang dilakukan oleh negara-negara 
maju, yaitu pendekatan prinsip dasar PPN 
sebagai berikut :
1.	 Pendekatan yang dilakukan adalah pe

ngenaan pajak dimana (negara) tempat 
barang tersebut dikonsumsi (place of 
consumption);

2.	 Terhadap penyerahan keluar daerah 
pabean dikenakan tarif 0% atau diper
lakukan sebagai ekspor.

3.	 Terhadap impor barang kena pajak ber
wujud, pengenaan PPN dilakukan saat 
barang tersebut masuk ke daerah pabean 
oleh otoritas bea dan cukai.

4.	 Identifikasi Saat Terutangnya PPN 
(Taxable Event) pada transaksi 
E-commerce.

Identifikasi Saat terutangnya PPN 
(Taxable Event) dalam pengenaan PPN 
untuk transaksi e- commerce menurut 
UU PPN tahun 2009 dalam Pasal 4 (1) 
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saat barang diimpor, saat barang di
serahkan dan saat barang tersebut di
manfaatkan. Terhadap penyerahan 
barang tidak berwujud dan jasa, UU 
PPN Tahun 2009 menggunakan ter
minologi pemanfaatan. Kata peman
faatan ini dapat diartikan pula sebagai 
konsumsi atas barang tidak berwujud 
atau jasa tersebut didalam daerah 
pabean. Sehingga terhadap barang tidak 
berwujud atau jasa yang perolehannya 
melalui transaksi e-commerce terutang 
PPN saat barang tidak berwujud atau jasa 
tersebut dimanfaatkan atau dikonsumsi 
didalam daerah pabean. Jika penyerahan 
barang tidak berwujud atau jasa di
lakukan oleh PKP di Indonesia maka atas 
penyerahan tersebut PKP diwajibkan 
memungut PPN atas pemanfaatan ter
sebut tanpa memperhatikan siapa yang 
memanfaatkan, jika pemanfaatan ba
rang tidak berwujud atau jasa tersebut 
berasal dari luar daerah pabean di dae
rah pabean maka berdasarkan prin
sip “place of consumption”, PPN atas 
transaksi tersebut dapat dikenakan 
di Indonesia. Konsep place of supply 
umumnya memiliki kelebihan bahwa 
setiap penyerahan yang dilakukan oleh 
PKP terutang PPN tidak melihat apa
kah barang tersebut dikonsumsi di 
dalam daerah pabean atau diluar dae
rah pabean. Namun konsep ini tidak 
berlaku jika penyerahan di luar daerah 
pabean, namun dikonsumsi di dalam 
daerah pabean. Namun kelemahan ini 
dapat ditutupi Melihat perkembangan 
transaksi e-commerce di Indonesia, pen
jual kebanyakan berasal dari luar pabean 
atau dapat dikatakan bahwa Indonesia 
merupakan pasar yang sangat potensial, 
sehingga penggunaan konsep place of 
consumption dapat menggeser konsep 
place of supply atas transaksi ini. Konsep 
place of consumption memungkinkan 
untuk dapat mengklaim potensi penge
naan PPN oleh Indonesia.

5.	 Identifikasi Pemungut PPN (Taxable 
Person) pada transaksi E-commerce

Taxable person dalam UU PPN 
tahun 2009 berdasarkan Pasal 3A dike
lompokkan menjadi dua bagian yaitu : 
1.	 Pengusaha Kena Pajak , yaitu orang 

pribadi atau badan yang dalam 
kegiatan usaha atau pekerjaannya 
menghasilkan barang, mengimpor 
barang, mengekspor barang me
lakukan usaha perdagangan, me
manfaatkan barang tidak berwujud 
dari luar daerah pabean, melakukan 
usaha jasa, atau memanfaatkan jasa 
dari luar daerah pabean melakukan 
penyerahan barang kena pajak dan 
jasa kena pajak yang dikenakan 
PPN.

2.	 Bukan Pengusaha Kena Pajak, yaitu 
orang pribadi yang memanfaatkan 
barang kena pajak tidak berwujud 
dari luar daerah pabean dan yang 
memanfaatkan jasa kena pajak dari 
luar daerah pabean.
Semua pihak yang terlibat dalam 

transaksi e-commerce, yaitu pembeli 
dan penjual, pada dasarnya merupakan 
taxable person yang memiliki kewajiban 
melakukan pemungutan, penyetoran 
dan pelaporan PPN terutang ke kas 
Negara sesuai dengan ketentuan dalam 
UU PPN Tahun 2009.

Pembahasan
Menurut Muhammad Ridha (2016:25), im

plementasi kebijakan memiliki arti yang luas, 
tetapi menurut peneliti dapat digambarkan se
bagai berikut :
1.	 Kebijakan Perpajakan

Pelaksanaan kebijakan dasar, dapat 
berupa undang-undang, perintah-perintah 
atau keputusan-keputusan eksekutif yang 
penting, ataupun keputusan badan peradilan.

2.	 Lembaga 
Administrasi pajak dapat dilihat dari 

suatu lembaga, yaitu sebagai Direktorat Jen
deral Pajak pada Kementerian Keuangan 
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Republik Indonesia, bahwa implementasi ke
bijakan merupakan pelaksanaan dari suatu 
kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana 
kebijakan dengan suatu tujuan tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 
informan untuk memperoleh data primer, 
maka dapat diperoleh beberapa temuan se
bagai berikut :
1.	 Perdagangan online (E-commerce)

Berdasarkan tabel 3 bahwa per
dagangan online (e-commerce) sangat 
memudahkan pagi semua kalangan 
masyarakat asal ada sambungan inter
net maka pembeli dan penjual pun da
pat bertransaksi tanpa melakukan tatap 
muka dan pembayaran pun bisa langsung 
online saat itu juga melalui kartu kredit. 
Pembelian maupun penjualan tidak 
dilakukan secara konvensional.

2.	 Sistem Perpajakan dan kebijakan per
pajakan 

Sistem perpajakan dan kebijakan 
perpajakan yang bagus secara berke
sinambungan membantu penerapan 
kebijakan e-commerce di Indonesia. 
Wajib Pajak pun sangat terbantu dengan 
adanya sistem dan kebijakan perpajakan 
yang mendukung e-commerce. Sesuai 
dengan tabel 4, tabel 5, tabel 6 dan 
tabel 7 kebijakan perpajakan yang ada 
saat ini yang mengatur e-commerce 
belum maksimal atau belum diatur. 
Peraturan yang mengatur e-commerce 
dalam hal pengenaan PPN atas transaksi 
e-commerce memang sudah ada namun 
dalam pelaksanaannya menimbulkan 
kebingungan, khususnya bagi wajib 
pajak pelaku usaha e-commerce.

Berikut disajikan data sekunder 
sebagai pendukung data primer dalam 
membahas analisis data yang telah dila
kukan, antara lain :

Gambar 4. Pertumbuhan Penjualan E-commerce di Indonesia
Sumber: eMarket. B2C Ecommerce Climbs Worldwide, as Emerging Markets Drive Sales Higher. (Diolah)

Menurut data diatas penjualan e-commerce 
di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat cu
kup besar. Yang jadi pertanyaan disini adalah 
apakah otoritas pajak dalam hal ini Direktorat 
Jenderal Pajak sudah mampu mengoptimalkan 
peraturan yang ada di dalam UU PPN tahun 
2009? Data grafik diatas menunjukan jumlah 
penjualan e-commerce yang cukup fantastis. Di 
tahun 2016 saja jumlah penjualan dari transaksi 
e-commerce sebesar Rp44,9 triliun. Jika diambil 
potensi penerimaan PPN nya saja yang sebesar 
tarif 10%, maka akan ada potensi penerimaan 
PPN sebesar Rp4,4 triliun yang hilang atau belum 
teridentifikasi.

Berdasarkan data primer dan data sekunder, 
hal tersebut diatas terdapat potensi penerimaan 
negara dari sektor e-commerce yang sangat sa
ngat besar, bahwa e-commerce memiliki ciri dan 
karakteristik khas yang membedakannya dari 
perdagangan umum seperti konten digital (pe
rangkat lunak, Video, gambar, antivirus dll). Jadi 
perlakuan pajak terutama Pajak Pertambahan 
Nilai terhadap transaksi e-commerce perlu diatur 
secara khusus seperti keharusan untuk merevisi 
Pasal 4 (1) UU no 42 tahun 2009 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai atau dibuatkan amandemen 
atau Perppu. Pelaksanaan kebijakan pemerintah 
melalui Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 
SE-62 / PJ / 2013 tentang penegasan ketentuan 
perpajakan atas transaksi e-commerce menegaskan 
bahwa transaksi e-commerce tidak ada pajak dan 
perlakuan baru sama dengan Terhadap pajak per
dagangan umum, bahwa sifat dari Surat Edaran 
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hanya mengikat kedalam lingkungan Direktorat 
Jenderal Pajak saja (hanya internal). 

SIMPULAN
Kesimpulan
1.	 Penerapan kebijakan PPN atas transaksi 

e-commerce sampai dengan saat ini belum 
diatur dalam UU PPN Tahun 2009, Sehingga 
tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum 
dalam pemenuhan kewajiban PPN sesuai 
dengan sistem self assessment. Taxable event 
dapat diidentifikasikan dalam Pasal 4 (1), 
yaitu saat barang atau jasa diserahkan, saat 
barang diimpor, dan saat pemanfaatan barang 
tidak berwujud dari luar daerah pabean di 
dalam daerah pabean. Taxable Supply di
identifikasikan dalam UU PPN Tahun 2009 
apabila barang atau jasa yang diserahkan 
merupakan Barang/Jasa Kena Pajak dan di
manfaatkan atau dikonsumsi didalam daerah 
pabean. Taxable person menurut UU PPN 
Tahun 2009 diidentifikasikan yaitu dapat 
berupa Pengusaha Kena Pajak maupun bu
kan pengusaha kena pajak sebagaimana di
atur dalam Pasal 3A.

2.	 Prosedur pengenaan PPN yang dapat di
aplikasikan atas transaksi e-commerce di 
Indonesia pada dasarnya sama dengan sis
tem dan prosedur atas transaksi konvensio
nal, bedanya dalam transaksi e-commerce 
digunakan dokumen digital. Penggunaan 
dokumen administrasi perpajakan secara 
digital memberikan kemudahan bagi wajib 
pajak dalam memenuhi kewajiban perpa
jakannya. Meliputi identifikasi, mekanisme 
pemungutan, dan administrasi perpajakan.

3.	 Ada banyak kendala yang dihadapi untuk 
pengenaan pajak atas transaksi online. Tran
saksi e-commerce terjadi dalam waktu yang 
singkat, sehingga sangat sulit untuk melacak 
siapa saja pelaku transaksinya. Bentuk barang 
atau jasa yang diperdagangkan kebanyakan 
berformat digital (nonfisik) seperti software, 
video, musik, e-magazine, sehingga cukup 
menyulitkan dalam penentuan objek pajak
nya. Di samping itu, bukti transaksinya 

adalah bukti elektronis sehingga membuat 
transaksi e-commerce semakin susah untuk 
dideteksi. Dan kendala yang terakhir adalah 
bahwa transaksi online tak hanya terjadi 
di dalam wilayah pabean Indonesia saja, 
namun terkadang menembus batas geografis 
negara lain. Karena sifatnya lintas negara, 
banyak perusahaan e-commerce yang men
jalankan bisnis secara online di suatu ne
gara, meskipun tidak ada keberadaan se
cara fisik perusahaan di negara tersebut. 
Hal ini tentu akan menimbulkan kesim
pangsiuran mengenai negara mana yang 
berhak memungut pajaknya, dikarenakan 
pengenaan pajak hanya mencakup sebatas 
di wilayah teritorial suatu negara. Saat ini 
pemerintah tengah mengkaji bagaimana 
komposisi terbaik dalam menerapkan pajak 
atas transaksi online. Persoalan tersebut me
mang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi 
hampir sebagian besar negara di dunia, ter
masuk Amerika Serikat. Kementerian per
dagangan mengaku tengah menyiapkan ran
cangan undang-undang (RUU) yang di da
lamnya akan mengatur pengenaan pajak atas 
transaksi online. Ditargetkan RUU itu akan 
menjadi undang-undang pada tahun 2019 ini. 
Kementerian Komunikasi dan Informatika 
(Kemenkominfo) pun tengah menyiapkan 
aturan juga atas nama turunan dari Peraturan 
Pemerintah tentang Sistem dan Transaksi 
Elektronik (PP PSTE). Sementara itu, Ditjen 
Pajak rencananya akan bekerja sama dengan 
perusahaan-perusahaan TI dan perbankan 
untuk mendeteksi transaksi online yang 
selama ini susah dilacak. Kekurangan sa
rana teknologi informasi seperti software 
maupun hardware memadai yang dimiliki 
pemerintah, menjadi salah satu penghambat 
pemungutan pajak transaksi elektronik. 
Memang patut ditunggu, bagaimana upaya 
pemerintah ke depannya dalam mengenakan 
transaksi pajak online. Sangat disayangkan 
jika negara ini harus kehilangan potensi 
penerimaan pajak yang cukup potensial. Dan 
yang terpenting, bagaimana asas keadilan 
benar-benar diterapkan dalam sistem per
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pajakan di negeri ini. Tentunya bukan hanya 
perusahaan-perusahaan besar dan kelas me
nengah, UMKM, karyawan atau bahkan bu
ruh kecil yang dikenakan pajak, tetapi para 
pelaku bisnis online pun sudah seharusnya 
dikenakan pajak sama dengan Wajib Pajak 
lainnya.

Saran 
1.	 Direktorat Jenderal Pajak harus membuat 

aturan (guidelines) mengenai pengenaan 
PPN atas transaksi e-commerce yang secara 
jelas mengatur taxable event, taxable supply, 
dan taxable person. Perlu juga dilakukan 
penyempurnaan atau revisi ketentuan-ke
tentuan dalam UU PPN Tahun 2009 ter
utama dalam Pasal 4 (1) agar lebih memi
liki kepastian hukum dan keadilan antara 
transaksi e-commerce dengan transaksi biasa, 
terutama penjelasan terminologi barang 
digital (digitized goods), penyerahan barang 
kena pajak dan pemanfaatan barang tidak 
berwujud, dan menggeser konsep place 
of supply ke konsep place of consumption. 
Dalam membuat aturan tersebut, hendaknya 
berkoordinasi dengan instansi terkait yang 
mengeluarkan aturan mengenai transaksi 
e-commerce seperti Kementerian Komunikasi 
dan Informatika yang dalam struktur orga
nisasinya terdapat Direktorat E-Business. 
Tidak cukup hanya dengan menerbitkan 
Surat Edaran atau bahkan Peraturan Menteri 
saja namun yang sangat penting dan sangat 
mendesak adalah merevisi pasal-pasal dalam 
UU PPN tahun 2009.

2.	 Prosedur yang dapat diterapkan di Indo
nesia hendaknya dilandaskan pada asas ke
mudahan (ease administration) dan memi
liki cost of taxation yang rendah. Direktorat 
Jenderal Pajak juga harus melakukan pe
nyederhanaan kewajiban perpajakan atau 
tata cara perpajakan bagi pelaku startup 
e-commerce, pemberian insentif pajak bagi 
investor e-commerce, dan insentif pajak 
bagi startup e-commerce, dan persamaan 
perlakuan perpajakan berupa kewajiban 
untuk mendaftarkan diri termasuk pelaku 

usaha asing. Penggunaan teknologi sangat 
diperlukan dalam mendukung efektivitas 
pengawasan transaksi e-commerce ini.

3.	 Hendaknya dibuat semacam unit pengawas 
yang bertugas mengawasi lalu lintas komu
nikasi melalui internet atau sebaiknya pihak 
otoritas pajak menggunakan Undang-Un
dang Information Technology sebagai payung 
hukum agar dapat mendefinisikan jenis-jenis 
transaksi e-commerce.
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